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PERAN PEGAWAI DALAM PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR

DI KANTOR IMIGRASI SAMARINDA
Aris Wahyu Setiawan

Abstrak 

Aris Wahyu setiawan, Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Samarinda, dibawah bimbingan yang saya hormati Ibu Dr. Rita Kala Linggi, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Melati Dama, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing II.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah permasalahan yang mana masih banyaknya kinerja pegawai/petugas yang tidak maksimal seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintah. Untuk mengatasi kondisi tersebut pemerintah harus mengambil langkah kongkrit di dalam menyikapi fenomena tersebut agar pelayanan pengurusan paspor dapat terimplementasi dengan baik dan mampu memenuhi kepuasan publik.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Samarinda dilihat dari pendekatan proses, yang meliputi  : Reability (Kehandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), serta Emphaty (Empati). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif  yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, dokumen/catatan/laporan  dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pelaksanaan Pelayanan Paspor Di Kantor Imigrasi Samarinda masih belum sepenuhnya berkualitas dalam memberikan pelayanan. Hal ini diakibatkan karena dimensi kualitas pelayanan dari segi reliability (Kehandalan), dimana pelaksanaan paspor dan penyelesaian paspor tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini, diperparah dengan kondisi prasarana yang kurang memadai dan mengalami kerusakan sehingga menghambat proses pelayanan paspor. Namun responsiveness (Daya Tanggap), assurance (Jaminan) serta empathy (Empati) pegawai dapat dikatakan berkualitas.

Kata Kunci : Kinerja, Pegawai, Pelayanan, Paspor
Pendahuluan
Kantor Imigrasi Samarinda sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan yang merupakan lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan dan penerbitan visa dan paspor atau surat perjalanan republik Indonesia. Namun kita masih sering melihat beberapa pelayanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kota Samarinda pada masyarakat kurang memuaskan hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti : prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Dalam menjalankan tugasnya pegawai kantor imigrasi berhubungan secara langsung dengan masyarakat, khususnya dalam urusan administrasi. Untuk itu, diperlukan kinerja yang baik untuk mengatasi permasalahan umum dalam hal pelayanan pembuatan paspor pada pelaksanaan pelayanan publik yang ada seperti pelaksanaan pelayanan terkesan sulit, persyaratan yang dibutuhkan banyak, proses penyelesaian tidak tepat waktu, prosedur yang berbelit-belit, dan biaya tidak menentu. Dari permasalahan umum tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai ‘’Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Kota Samarinda’’
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.


1. Bagaimana Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kota Samarinda?

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kota Samarinda? 
Tujuan Penelitian

 
Dalam penelitian ini penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai pedoman maupun arahan agar penelitian tetap sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui  Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kota Samarinda. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kota Samarinda.
Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini di samping manfaat bagi penulis yaitu sebagai pengalaman menulis dan berfikir ilmiah juga merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian yang lebih luas di masa mendatang. Maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:
1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kota Samarinda.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan operasional pembangunan pelayanan di sektor pembuatan Paspor di Kota Samarinda. 
3. Diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan serta bahan penelitian bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

Kerangka Dasar Teori

Peran
Menurut Soekanto (2002:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu, peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjakan dengan baik.

Kemudian menurut Fadli dalam Kozier Barbara,(2008:76) Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peran dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat karena peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Pegawai


Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyatakan bahwa : pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya menurut A.W. Widjaja (2006:113) berpendapat bahwa, “Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). 

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pegawai sebagai tenaga kerja atau yang menyelenggarakan pekerjaan perlu digerakkan sehingga mereka mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam bekerja yang pada akhirnya akan dapat menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk tercapainya tujuan organisasi. Karena tanpa kemampuan dan keterampilan pegawai sebagai pelaksana pekerjaan maka alat-alat dalam organisasi tersebut akan merupakan benda mati dan waktu yang dipergunakan akan terbuang dengan percuma sehingga pekerjaan tidak efektif.

Tugas dan Fungsi Pegawai
Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana pearturan perundang-undangan, sebab itu maka seorang pegawai negeri sipil wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh anggota masyarakat. Sejalan dengan itu pegawai negeri sipil berkewajiban memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam melaksankan peraturan perundang undangan, pada umumnya kepada pegawai negeri diberikan tugas kedinasan untuk melaksanakan dengan baik. Pada pokoknya pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu nantinya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Kedudukan Pegawai
Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dijelaskan pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Pelayanan
Menurut Moenir dalam Pasolong (2007:128) mengatakan bahwa, “pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung”. 

Kemudian dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor tahun 1993 mengemukakan bahwa, “pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Pada dasarnya pelayanan merupakan sesuatu kegiatan dimana ada penyedian atau pemberi layanan dengan penerima layanan, dimana pemberi layanan harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan oleh penerima layanan dalam hal ini masyarakat. Dalam hal pelayanan, penulis mengacu pada pendapat Moenir dalam Pasolong, dimana pihak pemberi layanan harus dapat memenuhi kebutuhan pihak yang dilayaninya secara langsung tanpa adanya perantara agar terjadi komunikasi antara yang memberi layanan dengan yang menerima layanan.
Indikator Pelayanan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Sedangkan menurut Zaithaml, Parasurman, berry dalam pasolong (2007:135), untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi tersebut antara lain:

1. Tangibles (bukti fisik)

2. Realiability (keandalan)

3. Responsiveness (daya tanggap)

4. Assurance (jaminan)

5. Emphaty (empati)
Kualitas Pelayanan


Kemudian menurut Tjiptono (2006:59) kualitas pelayanan adalah “tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service dan perceived atau kulitas jasa yang diharapkan dan kualitas jasa yang diterima atau dirasakan.
Paradigma Pelayanan


Pelayanan adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintah, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya itu sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah.

Jenis-jenis Pelayanan


Adapun jenis-jenis pelayan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tantang Pedoman Umun Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu :
a. Pelayanan Administratif

b. Pelayanan Barang

c. Pelayanan Jasa

Tujuan Pelayanan


Tujuan pelayanan publik Juliantara, (2005:10) adalah memuaskan atau sesuai dengan keinginan/pelanggan pada umumnya. Untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kualitis/mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan keinginan dengan kenyataan. Dan hakekat dari pelayanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.
Standar Pelayanan


Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Adapun standar pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tenteng Pedoman Umun Penyelenggaraan Pelayanan Publik, adalah sebagai berikut :

a. Prosedur Pelayanan

b. Waktu dan Penyelesaian
c. Biaya Pelayanan

d. Produk Pelayanan

e. Sarana dan Prasarana

f. Kompetensi Petugas Pelayanan

Mutu Pelayanan


Menurut Supriyanto dan Sugiyanti (2001:18), ada beberapa kesamaan ukuran mutu pelayanan publik yang sering dijumpai diberbagai bidang kajian, yaitu :

a. Proses pelayanan dialaksanakan sesuai prosedur pelayanan yang standar.

b. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang diperlukan.

c. Pelaksanaan pelayanan didukung teknologi sarana dan prasarana yang memadai.

d. Pelayanan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kode etik.

e. Pelaksanaan layanan dapat memuaskan pelanggan.

f. Pelaksanaan pelayanan dapat memuaskan petugas pelayanan.

g. Pelaksanan pelayanan mendatangkan keuntungan bagi lembaga penyedia pelayanan.

Paspor


Menurut Hadi Mulyano dan Endar Sugiarto (2002:23) menjelaskan bahwa paspor adalah sebuah dokumen resi yang dikeluarkan oleh suatu badan pemerintah yang berwenang untuk bangsanya atau untuk penduduk asing, yang berfungsi sebagai surat perjalanan yang dgunakan untuk meninggalkan dan memasuki kembali negara yang bersangkutan dan memasuki serta meninggalkan negara lain yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara yang mengeluarkan paspor tersebut.

Macam-macam Paspor Indonesia


Ada beberapa macam paspor Indonesia, yang masing-masing dikeluarkan oleh lembaga yang berbeda-beda.

1. Paspor umum (bersampul hijau, ada dua jenis yang berbeda jumlah halamannya), dikeluarkan oleh Ditjen Imigrasi, Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
2. Paspor dinas/kedinasan (bersampul biru), dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri.
3. Paspor diplomatik (bersampul hitam), dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri.
4. Paspor haji (bersampul coklat), hanya untuk keperluan haji.

Definisi Konsepsional
Definisi konsepsional yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Peran pegawai dalam pelayanan pembuatan paspor merupakan segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai yang ada dilingkup Kantor Imigrasi Kota Samarinda dalam hal pelayanan pembuatan paspor yang diajukan oleh pemohon. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, kelompok ataupun masyarakat yang memerlukan pelayanan yang didasarkan atas Reiliability, Responsiveness, Assurance , dan Emphati.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menggambarkan tentang Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Kota Samarinda

Jadi dalam Artikel ini penulis berupaya memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang kondisi yang ada pada lokasi penelitian mengenai objek yang diteliti, dimana dikemukakan juga fakta yang berhubungan dengan kondisi tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang ada akan diambil suatu kesimpulan.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Samarinda

Sebagai mana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa dalam hal Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Samarinda, yakni dapat dilihat dari Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Samarinda yang meliputi Reiliability (Keandalan), Responsiveness (Daya tanggap), Assurance (Jaminan) Emphaty (Empati). Serta faktor yang menjadi penghambat Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Samarinda.

Reliability (Kehandalan)

Kehandalan (Reliability), yaitu : kemampuan memberikan pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan yang di harapkan, seperti kemampuan dalam menepati janji, kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan untuk meminimumkan kesalahan. Untuk mengukur kualitas pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Samarinda banyak hal yang bisa kita perhatikan, salah satunya seperti prosedur layanan, efesiensi layanan, penanganan langsung, dan kedisiplinan pegawai.

Dari pengamatan dan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa dalam proses pelayanan paspor sudah berjalan dengan baik di lihat dari segi persyaratan, segi prosedur, maupun kedisiplinan pegawai, namun dari segi waktu pengurusan atau penyelesaian paspor masih sering terjadi keterlambatan dalam arti tidak tepat waktu. Belakangan ini telah di ketahui bahwa kondisi tersebut di manfaatkan keterlibatan jasa calo pembuat paspor.

Responsiveness (Daya Tanggap)
Daya Tanggap (Responsiveness), yaitu sebagai sikap tanggap, mau mendengarkan dan merespon pelanggan dalam upaya memuaskan pelanggan, misalnya : mampu memberikan informasi secara benar dan tepat, tidak menunjukan sikap sok sibuk dan mampu memberikan pertolongan dengan segera. Responsiveness merupakan kemauan atau kesiapan pegawai untuk memberikan jasa pelayanan yang dibutuhkan pelanggan dengan tanggap. Yaitu meliputi sikap tanggap untuk membantu pelanggan yang membutuhkan informasi atau mengeluhkan pelayanan yang diterima serta kepedulian kesiapan atau kecekatan pegawai dalam memberikan pelayanan dengan segera. Pelayanan tidak akan berhasil memuaskan pelanggan secara optimal apabila pemberi layanannya buruk bahkan akan dapat menurunkan reputasi organisasi publik itu sendiri. Dalam manajemen pelayanan publik responsiveness adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber mengenai daya tanggap yaitu cukup tanggap dalam memberikan pelayanan, penanganan terhadap kerusakan dan penambahan data bila ada yang kurang. Dimana pelayanan di Kantor Imigrasi Samarinda berupaya menerapkan sistem one stop service (OSS) dalam usaha pelayanan pemohon paspor dapat menyelesaikan semua proses permohonan paspor hanya dengan datang satu kali ke kantor imigrasi.

Assurance (Jaminan)

Jaminan (Assurance), yaitu kemampuan karyawan dalam menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan melalui pengetahuan, kesopanan serta menghargai perasaan pelanggan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan di dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan. Sikap kesopanan, kejujuran, dan dapat menunjukkan sosok pribadi yang menyenangkan melalui cara berpenampilan. Selain itu dapat menumbuhkan suasana kekeluargaan yang di tunjukan oleh pegawai akan memberikan kesan yang baik. Selain itu penyampaian informasi dengan tutur kata baik memberi kesan kepada pelanggan untuk tidak bersikap emosi apabila terjadi suatu hal yang kurang menyenangkan.  Kejujuran adalah bagian dari kerohanian yang mencerminkan berbagi sikap yang berpihak pada kebenaran dan sikap moral yang terpuji. Dan kejujuran merupakan kualitas pribadi yang dimiliki oleh setiap individu dalam memberikan pelayanan.


Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Samarinda dari segi Jaminan, maka penulis dapat menggambarkan bahwa pegawai di Kantor Imigrasi Samarinda saat melayani masyarakat sudah dapat dikatakan baik dan optimal. Adanya pelatihan khusus yang diadakan dan merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kapasitas petugas dalam melayani pembuatan paspor. Dan juga Dapat dilihat dari pelanggan yang mengungkapkan tentang keterampilannya, ketelitian pegawai saat memberikan pelayanan.

Emphaty (Empati)
Empati (Emphaty), yaitu : kemampuan atau kesediaan karyawan memberikan perhatian yang bersifat pribadi, seperti bersikap ramah, memahami kebutuhan dan peduli kepada pelanggannya.empati dibutuhkan untuk kelangsungan layanan kepada masyarakat dalam kaitannya pelayanan paspor. Empati meliputi perhatian secara individual yang diberikan kantor kepada masyarakat, seperti kemudahan untuk menghubungi kantor, kemampuan pegawai untuk berkomunikasi dengan masyarakat, dan untuk memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat. 
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya dari inidikator empati dapat dikatakan baik. Karena pelayanan sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Walaupun masih ada beberapa kekurangan karena untuk mengerti dan memahami keinginan dari banyak orang dengan latar belakang yang berbeda dan dengan berbagai karakter yang berbeda pula memang bukan hal yang mudah. Untuk itu pihak Kantor Imigrasi Samarinda harus selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Faktor Penghambat
Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor, penulis juga menemukan adanya faktor yang menghambat Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Samarinda. Dari seluruh hasil wawancara mengenai faktor menghambat tersebut, dapat diketahui bahwa faktor yang menghambat terwujudnya pelayanan prima dalam pembuatan paspor adalah :

a. Dengan meningkatnya persoalan yang dihadapi di bidang keimigrasian dan cakupan wilayah kerja yang luas, jumlah pegawai yang ada saat ini dirasakan kurang.

b. Kendala dalam pelayanan dirasakan dengan adanya kondisi Iistrikyang seringkali padam, sehingga tidak mampu mendukung pelayanan publik secara optimal.
PENUTUP

Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah diikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Samarinda dapat dikatakan belum sepenuhnya berkualitas dan memenuhi standar kualitas pelayanan yang baik di dalam memberikan pelayanan. Ini dapat dilihat dari: 

1. Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Samarinda

1.1 Reliability (kehandalan) 
Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Samarinda dari segi Reliability (Kehandalan) dalam pelayanan pembuatan paspor sudah sederhana dan dapat dipahami oleh masyarakat, kedisiplinan pegawai yang semakin baik, akan tetapi yang menjadi masalah adalah ketepatan waktu penyelesaian paspor yang belum sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) karena kendala dari sistem yang digunakan adalah Server System Online (SSO) dan juga salah satu masalahnya adalah masih banyaknya jasa calo/jasa pembuatan paspor yang mengeluarkan biaya yang sangat ekstra, yang harus di keluarkan oleh pengguna jasa/masyarakat yang tidak sesuai dengan tarif yang telah di atur oleh peraturan pemerintahan No 45 Tahun 2014, jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1.2 Responsiviness (daya tanggap)

Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Samarinda di lihat dari segi Daya Tanggap bisa di katakan masyarakat pada umumnya sudah baik dengan sikap pegawai yang terbilang tanggap dalam memberikan pelayanan, penanganan terhadap kerusakan dan penambahan data bila ada yang kurang. Dimana pelayanan di Kantor Imigrasi Samarinda berupaya menerapkan sistem one stop service (OSS) dalam usaha pelayanan pemohon paspor dapat menyelesaikan semua proses permohonan paspor. Hanya saja masih perlu di tingkatkan lagi dalam hal kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Samarinda.
1.3 Assurance (jaminan)
Peran Pegawai di Kantor Imigrasi Samarinda saat melayani masyarakat sudah dapat dikatakan baik dan optimal. Adanya pelatihan khusus yang diadakan dan merupakan salah salah upaya dalam peningkatan kapasitas petugas dalam melayani pembuatan paspor. Dan juga Dapat dilihat dari pelanggan yang mengungkapkan tentang keterampilannya, ketelitian pegawai saat memberikan pelayanan.  
1.4  Empathy (empati) 

Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Samarinda salah satu hal penting yaitu dilihat dari Empati dan bisa di katakana bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dikatakan baik. Karena pelayanan sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Walaupun masih ada beberapa kekurangan karena untuk mengerti dan memahami keinginan dari banyak orang dengan latar belakang yang berbeda dan dengan berbagai karakter yang berbeda pula memang bukan hal yang mudah. Untuk itu pihak Kantor Imigrasi Samarinda harus lebih meningkatkan kualitas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.

2. Faktor Penghambat Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Samarinda.

Faktor yang menghambat Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Samarinda adalah :
a. Dengan meningkatnya persoalan yang dihadapi di bidang keimigrasian dan cakupan wilayah kerja yang luas, jumlah pegawai yang ada saat ini dirasakan kurang.

b. Kendala dalam pelayanan dirasakan dengan adanya kondisi Iistrikyang seringkali padam, sehingga tidak mampu mendukung pelayanan publik secara optimal

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran terkait Pelayanan Paspor yaitu : 

1. Dalam hal pembuatan paspor di Kantor Samarinda, sebaiknya masyarakat mengikuti prosedur yang telah ada, sabar untuk mengantri, mengikuti jadwal yang telah di atur, dan menghindari mengunakan jasa calo yang merugikan masayarakat serta membatasi ruang gerak jasa percaloan.

2. Kantor Imigrasi Samarinda di harapkan lebih menigkatkan pengawasan, memberikan sangsi untuk yang melanggar aturan, meningkatkan kualitas kecepatan dan keterampilan, serta melakukan lebih banyak pelatihan untuk semua pegawai.

3. Untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan pegawai juga harus tetap sesuai prosedur, sifatnya yang berintegritas, profesional, lebih responsive ketika ada keluhan bisa langsung dibantu kemudian ramah dan tetap mendahulukan kepentingan masyarakat dalam pembuatan paspor.

4. Lebih menigkatkan sosialisai kepada masyarakat baik di kota maupun di desa, bisa lewat sarana media informasi, bisa dengan mengadakan tatap muka lansung agar masyarakat lebih mengerti dan tau prosedur untuk mengurus paspor.
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